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PENGARUH PAD, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL 
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA 











The performance of the local government finance is the extent of the 
accomplishment of an a result of working in the field of finance the regions by the use of of 
the country financial system which have already been stipulated the provisions of perundang-
undangan .This study aims to in order to understand the the influence of the Regional 
Genuine Income (GRI) , part of the balance funds , and capital spending on the performance 
of the local government finance .The subject matter of the was used in the study all of the 
approximately districts in the province of east java .Tekmik the sampling method of who used 
in this research was linear regression of multiple by waking early and going spss 23 .The 
results of the analysis the data shows that local government revenues and the balance funds 
is the only significant type of negative has had a significant effect on the performance of the 
local government finance , and capital expenditure has not been affecting the the 
performance of the local government finance. 
Keyword: Performance of the local government finance, Regional Genuine Income, balance 




Ditetapkannya Undang-Undang no 
32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah 
dan Undang-Undang no 33 tahun 2004 
tentang perimbangan keuangan 
memberikan kewenangan kepada 
pemerintah daerah dalam mengatur semua 
pengelolaan keuangan daerah demi 
terciptanya pembangunan yang 
menyeluruh, sehingga bisa meningkatkan 
pelayanan dan kesejahteraan bagi semua 
masyarakat di daerah tersebut. 
Diterapkannya kebijakan otonomi pada 
suatu daerah menyebabkan keuangan 
daerah harus dikelola secara mandiri oleh 
pemerintah daerah yang bertujuan agar 
proses pembangunan yang dilakukan 
daerah dapat diselesaikan tanpa harus 
menunggu bantuan pendanaan yang 
bersumber dari pusat oleh sebab itu 
pengukuran kinerja keuangan pemerintah 
daerah sangat penting untuk 
dilakukan(Mahsun dkk., 2007:165). 
Pemerintah daerah ataupun 
provinsi, kabupaten dan kota mempunyai 
wewenang penuh untuk meningkatkan 
dan memajukan wilayahnya berdasarkan 
pendanaan dan penghasilan dari 
pendapatan daerah dalam meningkatkan 
APBD, apabila pemerintah daerah masih 
ketergantungan terhadap pemerintah pusat 
dengan mengharapkan dana perimbangan 
dari pemerintah pusat, maka hal ini dapat 
menimbulkan dampak yang negatif 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
sehingga pelayanan tidak dapat berjalan 
dengan maksimal karena belanja 
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aparaturnya belum dapat dibiayai oleh diri 
sendiri. Pertumbuhan nilai tambah yang 
positif mendorong adanya investasi 
sehingga secara bersamaan investasi 
tersebut akan mendorong akan adanya 
perbaikan infrastruktur daerah, 
infrastruktur daerah yang baik serta 
investasi yang tinggi di suatu daerah akan 
meningkatkan PAD dan dana 
perimbanganjuga menambah belanja 
modal pemerintah daerah tersebut 
(Gideon, 2013). 
Fenomena yang ada disini adalah 
tedapat pada struktur Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD)kota/kabupaten di Indonesia 
periode 2016 yaitu pada sisi pendapatan 
daerah yang terdiri dari pendapatan asli 
daerah, pendapatan transfer, dan 
pendapatan lain yang sah.Terdapat 
ketergantungan yang cukup tinggi 
terhadap peranan pemerintah pusat, 
karena pendaptan transfer yang tinggi. 
Pada kota/kabupaten di provinsi Jawa 
Timur realisasi pendapatan turun ditahun 
2016 sebesar 1.2% dibandingkan tahun 
2015, sebaliknya realisasi belanja justru 
meningkat sebesar 1,2%. Besarnya 
proporsi tersebut memberikan satu 
petunjuk bahwa pembangunan 
perekonomian daerah sangat dipengaruhi 
oleh posisi anggaran pusat sehingga 
menyebabkan anggaran mengalami 
defisit. 
 Berdasarkan latar belakang yang 
telah dijelaskan dan adanya gap research 
dari hasil penelitian terdahulu menjadikan 
peneliti menggunakan “Pengaruh PAD, 
Dana Perimbangan dan Belanja Modal 
terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerahpada Kabupaten di 
Provinsi Jawa Timur Periode 2013-
2017” 




Menurut Jensen and Meckling 
(1976 ) hubungan keagenan merupakan 
sebuah kontrak antara prinsipal dengan 
agen, dengan melihat pendelegasian 
beberapa wewenang pengambilan 
keputusan kepada agen. Sebagai agen 
manajer secara moral memiliki tanggung 
jawab untuk memaksimalkan keuntungan 
para pemilik (principal) sedangkan disisi 
lain dia juga memiliki kepentingan 
memaksimalkan kesejahteraan mereka 
sendiri. Teori keagenan juga dapat 
diterapkan pada sektor publik. Negara 
yang demokrasi memiliki hubungan 
keagenan antara masyarakat dengan 
pemerintah atau hubungan antara 
pemerintah daerah dengan pemerintah 
pusat.  
Hubungan antara teori keagenan 
dengan penelitian ini adalah pemerintah 
yang bertindak sebagai agen (pengelola 
pemerintahan) yang harus menetapkan 
strategi tertentu agar dapat memberikan 
pelayanan terbaik untuk masyarakat 
sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal 
tentu menginginkan hasil kinerja yang baik 
dari agen dan kinerja tersebut salah 
satunya dapat dilihat dari laporan 
keuangan  dan pelayanan yang baik, 
sedangkan bagaimana laporan keuangan 
dan pelayanan yang baik tergantung dari 
strategi yang diterapkan oleh pemerintah. 
Apabila kinerja pemerintah baik, maka 
masyarakat akan mempercayai 
pemerintah. Apabila kinerja pemerintah 





Menurut Dharma Setyawan 
(2007:88) berasal dari dua kata bahasa 
yunani, yaitu autos (sendiri), dan nomos 
(peraturan) atau „undang-undang‟ 
berdasarkan teoritentang otonomi 
daerah tersebut dapat disimpulkan 
bahwa otonomi berarti peraturan sendiri 
atau undang–undang sendiri yang 
selanjutnya berkembang menjadi 
pemerintahan sendiri “otonomi 
adalah sebuah tatanan ketatanegaraan, 
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bukan hanya tatanan Negara administrasi 
Negara.”Sebagaimana Tatanan 
ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan 
dasar-dasar Negara dan susunan organisasi 
bernegara.Paling tidak ada dua arahan 
dasar susunan ketatanegaraan 
dalamIndonesia merdekayaitu demokrasi 
dan penyelenggaraan Negara berdasarkan 
hukum. 
Menurut UU No 32 Tahun 2004 
otonomi daerah adalah hak, wewenang, 
dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Otonomi daerah 
atau lebih dikenal dengan sebutan otoda 
telah mengubah secara signifikan tata 
kelola pemerintahan dari sentralisasi 
menjadi desentralisasi di berbagai bidang. 
Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang 
penyajian laporan keuangan paragraph 14 
disebutkan bahwa laporan keuangan 
pemerintah terdiri dari dua jenis:  
1. Laporan pelaksanaan anggaran 
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  
b. Laporan Perubahan SAL (LPSAL) 
2. Laporan financial 
a. Neraca 
b. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 
c. Laporan Arus Kas (LAK) 
d. Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK) 
 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
 
Kinerja keuangan pemerintah 
daerah adalah tingkat pencapaian dari 
suatu hasil kerja di bidang keuangan 
daerah yang meliputi penerimaan dan 
belanja daerah dengan menggunakan 
sistem keuangan yang ditetapkan melalui 
suatu kebijakan atau ketentuan perundang-
undangan selama satu periode anggaran. 
Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang 
berubah manjadi Permendagri nomor 21 
tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan 
keuangan daerah serta tata cara 
penyusunan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah, pelaksanaan tata usaha 
keuangan daerah dan penyusunan 
perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja 
merupakan komponen lainnya yang harus 
dikembangkan untuk dasar pengukuran 
kinerja keuangan dalam sistem anggaran 
kinerja. 
 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 
Pendapatan asli daerah 
merupakan sumber pendapatan daerah 
yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah 
itu sendiri. Pendapatan asli daerah 
merupakan salah satu pilar kemandirian 
suatu daerah.Menurut Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
perimbangan keuangan antara pemerintah 
pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari 
pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain 
pendapatan daerah yang sah, yang 
bertujuan untuk memberikan keleluasaan 
kepada daerah dalam menggali pendanaan 
dalam pelaksanaan otonomi daerah 
sebagai perwujudan asas desentralisasi. 
Optimalisasi dalam penerimaan PAD 
hendaknya di dukung dengan upaya 
pemerintah daerah meningkatkan kualitas 
layanan publik. Eksploitasi PAD yang 
berlebihan justru akan semakin 
membebani masyarakat, menjadi 
disinsentif bagi daerah dan mengancam 
perekonomian secara makro. Dari 
pengertian tersebut dapat diambil 
kesimpulan bahwa Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) adalah sejumlah nilaiuang 
yang diterima dari masyarakat/ sumber-
sumber dalam wilayahnya sendiri selama 
tahun takwin (kalender), guna membiayai 
setiap pengeluaran-pengeluaran baik 
pengeluaran rutin dan selebihnya 
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dipergunakan untuk biaya pembangunan 





Dalam Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan antar 
Keuangan Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, dana perimbangan 
diartikan sebagai dana yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Nasional (APBN), yang dialokasikan 
kepada daerah untuk mendanai kebutuhan 
daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. Pendapatan yang termasuk 
kedalam dana perimbangan terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang perimbangan antar keuangan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
terdiri:  
1. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah 
untuk mendanai kebutuhan daerah 
dana yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan 
antar-daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi 
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah 
dana yang bersumber dari pendapatan 
APBN yang dialokasikan kepada 
daerah tertentu dengan tujuan untuk 
membantu mendanai kegiatan khusus 
ynag merupakan urusan daerah dan 
sesuai dengan prioritas nasional. 
3. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana 
yang bersumber dari pendapatan 
APBN yang dialokasikan kepada 
daerah berdassarkan angka persentase 
untuk mendanai kebutuhan daerah 





Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang 
Bagan Akun Standar (BAS) menyebutkan 
bahwa belanja modal merupakan 
pengeluaran anggaran yang digunakan 
dalam rangka memperoleh atau menambah 
aset tetap dan aset lainnya yang memberi 
manfaat lebih dari satu periode akuntansi 
serta melebihi batasan minimal kapitalisasi 
aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan 
pemerintah. Aset tetap tersebut 
dipergunakan untuk operasional kegiatan 
sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk 
dijual. Menurut Permendagri No. 13 
Tahun 2006, belanja modal digunakan 
untuk pengeluaran yang dilakukan dalam 
rangka pembelian/pengadaan atau 
pembangunan aset tetap berwujud yang 
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam 
kegiatan pemerintahan, misalnya dalam 
bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung 
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, 
dan aset tetap lainnya. 
 
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 
terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah 
 
Pendapatan Asli Daerah dapat 
diartikan sebagai pendapatan yang 
bersumber dari pungutan-pungutan yang 
dilaksanakan oleh daerah berdasarkan 
peraturan-peraturan yang berlaku yang 
dapat dikenakan kepada setiap orang atau 
badan usaha baik milik pemerintah 
maupun swasta karena perolehan jasa yang 
diberikan pemerintah daerah tersebut. Oleh 
sebab itu daerah dapat melaksanakan 
pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, 
retribusi dan penerimaan lainnya yang sah 
yang diatur dalam undang-undang 
(Julitawati,dkk. 2018). 
Besarnya PAD yang dihasilkan 
daerah dapat menjadi ukuran dalam 
menilai kinerja keuangan pemerintah 
daerah, karena semakin besar angka PAD 
juga menunjukkan bahwa pemerintah 
daerah mampu mendayagunakan sumber 
daya dan potensi yang ada pada 
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kewenangannya.   Maka   dapat   
disimpulkan   hipotesis sebagai berikut : 
 
H1: Pendapatan Asli Daerah 
Berpengaruh Terhadap Kinerja 
Keuangan Pemerintah Daerah 
Pengaruh Dana Perimbangan terhadap 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
 
Pendapatan daerah yang ditransfer 
oleh pemerintah pusat bertujuan untuk 
mengurangi ketimpangan sumber 
pendanaan pemerintahan antara pusat dan 
daerah. Apabila realisasi belanja daerah 
lebih tinggi daripada pendapatan daerah 
maka akan terjadinya defisit. Menurut Sari 
(2016) untuk menutup kekurangan belanja 
daerah maka pemerintah pusat menstranfer 
dana dalam bentuk dana perimbangan 
kepada pemerintah daerah.  
Dana perimbangan akan masuk 
kedalam akun pendapatan daerah sehingga 
meningkatkan total penerimaan 
daerah,dimana pemerintah daerah masih 
bergantung kepada pemerintah pusat.   
Maka     dapat disimpulkan hipotesis 
sebagai berikut: 
 
H2: Dana Perimbangan Berpengaruh 
Terhadap  Kinerja Keuangan 





Pengaruh Belanja Modal terhadap 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
 
Belanja modal merupakan 
pengeluaran pemerintah daerah dalam 
rangka pembelian atau pembangunan aset 
tetap yang mempunyai nilai manfaat lebih 
dari satu periode. Memberikan pelayanan 
kepada masyarakat yang manfaatnya baik 
secara langsung maupun tidak langsung. 
Belanja modal yang besar merupakan 
cerminan dari banyaknya infrastruktur 
dan sarana yang dilaksanakan. Semakin 
banyak pembangunan yang dilakukan 
akan meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat sehingga kinerja daerah akan 
lebih baik.         Maka    dapat 
disimpulkan hipotesis sebagai berikut: 
 
H3: Belanja Modal Berpengaruh   




Penelitian       dilakukan       untuk 
menguji  pengaruh  Pendapatan asli 
daerah, dana perimbangan dan belanja 




































Populasi yang digunakan yaitu 
kabupaten di provinsi Jawa Timur. Periode 
waktu yang diteliti adalah 2013 hingga 
tahun 2017. Teknik pemilihan sampel 
menggunakan sampel jenuh. Seluruh dari 
populasi yang diambil, yaitu laporan 
keuangan pemerintah daerah yang telah 
diaudit pada 29 Kabupaten di Provinsi 
Jawa Timur. Diambilnya kabupaten karena 
perbedaan karakteristik meliputi: luas 
wilayah, aspek kependudukan, dan 
keterbatasan data yang diperoleh. 
Data Penelitian 
 
Data penelitian yang digunakan 
adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  
dapat berupa  catatan laporan historis yang 
dipublikasikan maupun tidak 
dipublikasikan, data  laporan  realisasi 
anggaran  kabupaten di Jawa Timur yang 
telah dipublikasikan  yang  sesuai  dengan  
kriteria sampel yang telah ditentukan. 
Variabel Penelitian 
 
Variabel  penelitian  yang  
digunakan meliputi  variabel  dependen  
kinerja keuangan pemerintah daerah dan 
variabel independen  yaitu  pendapatan asli 
daerah, dana perimbangan dan belanja 
modal. 
Definisi Operasional Variabel 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
 
Pengukuran kinerja keuangan 
pemerintah daerah menggunakan ukuran 
efisiensi. Kinerja merupakan gambaran 
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan 
dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu 
organisasi (Bastian, 2006:117). Rasio 
efisiensi adalah rasio yang 
menggambarkan perbandingan antara 
output dan input atau realisasi pengeluaran 
dengan alokasi yang dianggarkan oleh 
pemerintah daerah. Semakin kecil rasio 
ini, maka semakin efisien, begitu pula 
sebaliknya. Suatu kegiatan dikatakan 
efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut 
telah mencapai hasil (output) maksimal 
dengan menggunakan biaya (input) yang 
terendah atau dengan biaya minimal 
diperoleh hasil yang diinginkan. Apabila 
kinerja keuangan diatas 100% ke atas 
dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% 
adalah kurang efisien, 80% - 90% adalah 
cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien 
dan dibawah dari 60% adalah sangat 
efisien (Juliawati,dkk. 2012). Menurut 
Ardirfa,dkk (2016) alokasi biaya 
ditransformasikan ke rasio efisiensi yaitu: 
Perhituangan rasio efisiensi terhadap 
kinerja keuangan menggunakan rasio 





Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 
Pendapatan asli daerah menurut 
UU No. 33 Tahun 2004 adalah penerimaan 
yang diperoleh daerah dari sumber-sumber 
di dalam daerahnya sendiri yang dipungut 
berdasarkan peraturan daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah 
merupakan sumber penerimaan daerah asli 
yang digali di daerah tersebut untuk 
digunakan sebagai modal dasar pemerintah 
daerah dalam membiayai pembangunan 
dan usaha-usaha daerah untuk 
memperkecil ketergantungan dana dari 
pemerintah pusat. PAD diukur 






Dana perimbangan menurut UU 
No. 33 Tahun 2004 merupakan dana yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 





   
kepada daerah untuk mendanai 
kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. Dana 
perimbangan diukur menggunakan skala 






Menurut PP Nomor 71 Tahun 
2010, belanja modal yang merupakan 
pengeluaran anggaran untuk perolehan 
aset tetap dan aset lainnya yang memberi 
manfaat lebih dari 12 bulan atau satu 
periode akuntansi. Belanja modal meliputi 
belanja modal untuk perolehan tanah, 
gedung dan bangunan, peralatan dan aset 
tak berwujud. Belanja modal diukur 




Teknik Analisis Data 
 
Teknik analisis data yang 
digunakan adalah regresi linier berganda 
dan diolah menggunakan SPSS 23 melalui 
tahapan sebagai berikut: 
1, Uji Statistik Deskriptif 
2. Uji Normalitas 
3. Uji Multikolonieritas 
4. Uji Autokorelasi 
5. Uji Heterokedastisitas 
6. Uji Ketetapan Model (R
2
) 
7. Uji Statistik F (Anova)
 
8. Uji Statistik t 
9. Analisis Regresi Berganda 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Statistik Deskriptif 
 
Analisis statistik deskriptif 
digunakan untuk mendeskripsikan data 
terkait rata-rata (mean), standar deviasi, 





Hasil Analisis Deskriptif 
 
Pada variabel KKPD Standar 
deviasi kinerja keuangan pemerintah 
daerah tahun 2013-2017 adalah 7,47% 
dimana standar deviasi tersebut 
menunjukkan rentan jarak antara data satu 
dengan data lainnya.Rata-rata (mean) rasio 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
KKPD 145 .56970323 1.08288143 .9330491123 .07450222027 
PAD 145 .01379496 .36313045 .1138468965 .06266675422 
DP 145 .40348793 .86286178 .6727740957 .08836890821 
BM 145 .09275705 .45427083 .2290638474 .06615462167 
Valid N 
(listwise) 





   
efesiensi kinerja keuangan pemerintah 
daerah tahun 2013-2017 menunjukkan 
93,37% (kurang efesien). Efesiensi kinerja 
keuangan pemerintah daerah pada tahun 
2013-2017 paling kecil (minimum) adalah 
56,97% (sangat efisien) adalah kabupaten 
jember dengan total pendapatan sebesar 
Rp. 2.366.370.839.532 dan total belanja 
sebesar Rp. 1.348.129.104.082, sedangkan 
paling besar (maximum) adalah 108,29% 
(tidak efisien) adalah kabupaten pasuruan 
dengan total pendapatan daerah sebesar 
Rp. 2.821.850.055.077 dan total belanja 
daerah sebesar Rp. 5.159.908.257.412. 
Pada variabel PAD tahun 2012-
2016 rasio paling kecil (minimum) adalah 
1,38%, sedangkan rasio paling besar 
(maximum) adalah 36,31% dari total 
pendapatan daerah. Rata-rata (mean) rasio 
PAD tahun 2012-2016 adalah 11,38% dari 
total pendapatan daerah. Standar deviasi 
PAD tahun 2012-2016 adalah 6,27% 
dimana standar deviasi tersebut 
menunjukkan rentan jarak antara data satu 
dengan data lainnya. Rasio PAD paling 
kecil adalah kabupaten Tuban dengan  
pendapatan asli daerah sebesar Rp. 
227.120.525.358 dengan total pendapatan 
daerah Rp. 1.823.513.656.640. 
Pada variabel dana perimbangan 
tahun 2012-2016 rasio paling kecil 
(minimum) adalah 40,35%, sedangkan 
rasio paling besar (maximum) adalah 
86,29% dari total pendapatan daerah. Rata-
rata (mean) rasio dana perimbangan tahun 
2012-2016 adalah 67,28% dari total 
pendapatan daerah. Standar deviasi dana 
perimbangan tahun 2012-2016 adalah 
8,84% dimana standar deviasi tersebut 
menunjukkan rentan jarak antara data satu 
dengan data lainnya. Rasio dana 
perimbangan paling kecil adalah 
kabupaten Lamongan dengan  dana 
perimbangan sebesar Rp. 
1.708.680.363.941 dengan total 
pendapatan daerah Rp. 2.716.042.671.045. 
Pada variabel belanja modal pada 
tahun 2012-2016 rasio paling kecil 
(minimum) adalah 9,27%, sedangkan rasio 
paling besar (maximum) adalah 45,43% 
dari total belanja daerah. Rata-rata (mean) 
rasio belanja modal tahun 2012-2016 
adalah 22,91% dari total pendapatan 
daerah. Standar deviasi belnja modal tahun 
2012-2016 adalah 6,61% dimana standar 
deviasi tersebut menunjukkan rentan jarak 
antara data satu dengan data lainnya. Rasio 
belanja modal paling kecil adalah 
kabupaten Ponorogo dengan  belanja 
modal daerah sebesar Rp. 110.848.141.315 
dengan total belanja daerah Rp. 
1.396.914.654.794. 




Hasil Uji Normalitas 
 
Model Collinearity Statistic 
Tolerance VIF 
PAD 0.637 1.569 
Dana Perimbangan 0.671 1.490 
Belanja Modal 0.918 1.089 
Sumber : Data Diolah (2018) 
Berdasarkan hasil pengelolahan 
data SPSS pada Tabel 2 dapat diketahui 
bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 
0,049 dengan Asymp. Sig (2-tailed) 0,200 
dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai 
koefesien signifikansi yaitu 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa data residual PAD, 
dana perimbangan, dan belanja modal 
terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah  berdistribusi normal. 
Uji Multikolonieritas 
 
Berdasarkan hasil uji 
multikolonieritas pada Tabel 3, dapat 
dilihat bahwa nilai tolerance PAD sebesar 
0,637, dana perimbangan 0,671, dan 
belanja modal 0,918. Ketiga variabel 
independen dalam penelitian memiliki 
nilai tolerance diatas 0,1 yang berarti tidak 
ada korelasi antar variabel independen. 
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Tabel 3 













Sumber : Data Diolah (2018) 
Berdasarkan hasil uji 
multikolonieritas pada Tabel 3, dapat 
dilihat bahwa nilai tolerance PAD sebesar 
0,637, dana perimbangan 0,671, dan 
belanja modal 0,918. Ketiga variabel 
independen dalam penelitian memiliki 
nilai tolerance diatas 0,1 yang berarti tidak 








Sumber : Data Diolah (2018) 
Dari Tabel 4 diatas menunjukkan 
bahwa nilai DW adalah 1,800. Mencari 
autokorelasi positif, yaitu nilai DW 
1,909<Durbin upper (DU) 1,75663, maka 
tidak terdapat auto korelasi positif. 
Mencari autokorelasi negatif, yaitu (4–
DU) 2,25337, maka tidak terdapat 
autokorelasi negatif. Dari hasil tersebut 







HASIL Uji Heterokedastisitas 
 








PAD .143 1.889 .061 
DP .110 2.108 .037 
BM .060 1.001 .318 
Sumber : Data Diolah (2018) 
Berdasarkan Tabel 5 pada uji 
gletser diatas menunjukkan bahwa untuk 
masing-masing variabel independent 
memiliki nilai signifikansi yaitu PAD 
0,061>0,05 berarti menunjukkan tidak 
terjadi heteroskedastisitas, dana 
perimbangan 0,037< 0,05 menunjukkan 
terjadi heteroskedastisitas , dan belanja 
modal 0,318> 0,05 menunjukkan tidak 
terjadi heterokedastisitas. 
UJI MODEL 









Model R Square 
Adjusted R 
Square 
1 0.099 0.079 
Sumber : Data Diolah (2018) 
Dari Tabel 6 diketahui bahwa nilai 
adjusted R
2 
 sebesar 0,138 yang memiliki 
arti bahwa 9,9% perubahan kinerja 
keuangan pemerintah daerah dapat 
dijelaskan oleh variabel PAD, dana 
perimbangan, dan belanja modal. 
Sedangkan sisanya sebanya 90,1% 




   
Uji Statistik F (Anova) 
 
Tabel 7 

























   
Sumber : Data Diolah (2018) 
Berdasarkan Tabel 7 
menunjukkan bahwa nilai signifikansi 
0,002 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 
alternatif tidak diterima. Hal ini berarti 
model regresi dapat digunakan untuk 
memprediksi kinerja keuangan pemerintah 
daerah atau dapat dikaitkan variabel PAD, 
dana perimbangan, dan belanja modal 
berpengaruh terhadap variabel 
dependennya yaitu kinerja keuangan 
pemerintah daerah. 
Uji Statistik t 
 
Tabel 8 
Hasil Uji Statistik t 
 
Model T Sig. 
PAD -3.006 0.003 
DP -2.336 0.021 
BM -1.756 0.081 
Sumber : Data Diolah (2018) 
 
1. Pengujuan Hipotesis Pertama 
Hipotesis pertama memiliki tujuan untuk 
menguji pengaruh pendapatan asli daerah 
terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah. Berdasarkan hasil tabel 8 nilai t 
sebesar -3,006 dengan signifikansi 0,003. 
Tingkat signifikasi sebesar 0,003 lebih 
kecil dari 0,05 (0,003 < 0,05) maka, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa H1 diterima 
berarti variabel pendapatan asli daerah 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah. 
 
2. Pengujuan Hipotesis Kedua 
Hipotesis pertama memiliki tujuan untuk 
menguji pengaruh dana perimbangan 
terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah. Berdasarkan hasil tabel 8 nilai t 
sebesar -2,336 dengan signifikansi 0,021. 
Tingkat signifikasi sebesar 0,021 lebih 
kecil dari 0,05 (0,021 < 0,05) maka, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa H2 diterima 
berarti variabel dana perimbangan 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah. 
 
3. Pengujuan Hipotesis Ketiga 
Hipotesis pertama memiliki tujuan untuk 
menguji pengaruh belanja modal terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Berdasarkan hasil tabel 8 nilai t sebesar -
1,756 dengan signifikansi 0,081. Tingkat 
signifikasi sebesar 0,081 lebih besar dari 
0,05 (0,081 > 0,05) maka, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa H1 diterima berarti 
variabel belanja modal daerah tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. 
 
Analisis regresi Berganda 
 
Tabel 9 











(Constant) 1.141 0.067  17.009 0.000 
PAD -0.358 0.119 -0.301 -3.006 0.003 
DP -0.192 0.082 -0.228 -2.336 0.021 
BM -0.165 0.094 -0.147 -1.756 0.081 
Sumber : Data Diolah (2018) 
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Berdasarkan Tabel 9 model regresi linier 
berganda yang diperoleh adalah: 
 
 
Penjelasan dari persamaan adalah sebagai 
berikut: 
a. Konstanta sebesar 0,932 menunjukkan 
bahwa saat variabel independen 
pendapatan asli daerah, dana 
perimbangan, dan belanja modal sama 
dengan nol maka kinerja keuangan 
akan meningkat sebesar 0,932 
 
b. Koefesien regresi pendapatan asli 
daerah menunjukkan bahwa setiap 
kenaikan satu satuan ukuran 
pendapatan asli daerah, maka kinerja 
keuangan pemerintah daerah akan 
menurun sebesar -0,358 
 
c. Koefesien regresi dana perimbangan 
menunjukkan bahwa setiap kenaikan 
satu satuan dana perimbangan, maka 
kinerja keuangan akan menurun 
sebesar -0,192 
 
d. Koefesien regresi belanja modal 
menunjukkan bahwa setiap kenaikan 
satu satuan belanja modal, maka 
kinerja keuangan akan menurunsebesar 
-0,165 
 
e. Error menunjukkan variabel 
penggangu diluar variabel pendapatan 





Untuk menguji pengaruh 
pendapatan asli daerah, dana perimbangan, 
dan belanja modal terhadap kinerja 
keuangan pemerintah pada seluruh 
kabupaten di provinsi Jawa Timur dengan 
29 sampel pada periode tahun 2013-2017 
yang menunjukkan bahwa hasil pengujian 
pendapatan asli daerah berpengaruh 
signifikan  terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah, dana perimbangan 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan pemerintah, dan belanja modal 
tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pemerintah daerah.  
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 
terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah 
 
Besarnya PAD yang dihasilkan 
daerah dapat menjadi ukuran dalam 
menilai kinerja keuangan pemerintah 
daerah karena pemerintah daerah mampu 
mendayagunakan sumber daya dan potensi 
yang ada pada kewenangannya, makat 
semakin besar pendapatan asli daerah yang 
diperoleh semakin tinggi kinerja keuangan 
pemerintah daerah.Tingkat efesiensi 
kinerja keuangan pemerintah daerah 
ditentukan oleh besarnya penerimaan 
daerah yang diperoleh berupa pendapatan 
asli daerah. Pemerintah kabupaten di 
provinsi Jawa Timur lebih menekankan 
hasil atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
terutama dari sumber penerimaan pajak 
daerah, dan retribusi daerah karena dua 
sektor tersebut merupakan penyumbang 
terbesar pendapatan asli daerah.  
Semakin besar pendapatan asli 
daerah yang dimiliki oleh pemerintah 
daerah maka semakin menurun nilai 
kinerja keuangan pemerintah daerah yang 
menunjukkan semakin baik kinerja 
keuangan pemerintah daerah, dengan 
pemahaman bahwa kinerja keuangan 
pemerintah daerah menunjukkan efesiensi 
keuangan pemerintah daerah dalam 
menghasilkan pendapatan asli daerah yang 
diperoleh, maka pemerintah daerah 
mampu mengelola sumberdaya dan 
potensi yang ada sehingga output 
(pendapatan) yang dihasilkan semakin 
tinggi dan semakin efesien, serta tidak lagi 
bergantung kepada bantuan dari 
pemerintah pusat. Sesuai dengan teori 
otonomi daerah pemerintah daerah secara 
mandiri mampu mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan kepentingan 




   
masyarakat sesuai peraturan perundang-
undangan. 
Berdasarkan hasil uji statistik 
menggunakan SPSS menunjukkan tingkat 
probabilitas signifikansi sebesar 0,003 
yang lebih kecil dari 0,05dapat 
disimpulkankan bahwa variabel PAD 
berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah, maka hipotesis diterima. Secara 
individu variabel pendapatan asli daerah 
terdapat pengaruh negatif dan signifikan 
terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah seluruh kabupaten di provinsi Jawa 
Timur tahun 2013-2017. 
Pengaruh Dana Perimbangan terhadap 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
 
Dana perimbangan akan masuk 
kedalam akun pendapatan daerah sehingga 
total penerimaan daerah meningkat yang 
secara langsung dapat meningkatkan 
efesiensi kinerja keuangan pemerintah 
daerah dengan asumsi pemerintah daerah 
masih bergantung pada pemerintah pusat. 
Tingkat kemampuan daerah untuk 
menghimpun pendapatan sangat bervariasi 
hal ini bergantung kondisi daerah yang 
bersangkutan. Berkaitan dengan daerah 
yang memiliki kekayaan sumber daya 
alam atau tidak, daerah dengan intensitas 
kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah, 
serta adanya kewajiban untuk menjaga 
ketercapaian standar pelayanan minimum. 
Daerah yang memiliki sumber daya yang 
sedikit memerlukan subsidi atau dana 
perimbangan agar dapat mencapai standar 
pelayanan minimum itu.  
Semakin tinggi nilai dana 
perimbangan maka semakin menurun nilai 
kinerja keuangan pemerintah daerah yang 
menunjukkan semakin baik tingkat 
efesiensi kinerja keuangan dengan 
pemahaman bahwa kinerja keuangan 
pemerintah daerah menunjukkan efesiensi 
keuangan, maka pemerintah daerah dapat 
meningkatkan kinerja keuangan 
pemerintah daerah dengan penggunaan 
yang tepat. Namun disisi lain, hal ini dapat 
pula menunjukkan bahwa suatu daerah 
memiliki tingkat ketergantungan kepada 
pemerintah pusat tersebut tinggi. Sesuai 
dengan teori keagenan,  pemerintah daerah 
selaku pihak agen harus mampu 
mempertanggungjawabkan tugasnya 
terhadap pemerintah pusat artinya 
pemerintah daerah harus mengelola 
dengan baik kegiatan keuangan atas dana 
transfer berupa dana perimbangan yang 
diberikan oleh pemerintah pusat selaku 
pihak prinsipal dengan menetapkan 
strategi yang baik sehingga masyarakat 
mempercayainya. 
Berdasarkan hasil uji statistik 
menggunakan SPSS menunjukkan tingkat 
probabilitas signifikansi sebesar 0,021 
yang lebih kecil dari 0,05  dapat 
disimpulkan bahwa variabel dana 
perimbangan berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah, maka hipotesis 
diterima. Secara individu variabel dana 
perimbangan terdapat pengaruh negatif 
dan signifikan terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah seluruh kabupaten di 
provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017. 
Pengaruh Belanja Modal terhadap 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  
 
Pengelolaan belanja modal yang 
baik dari segi seorang manajer di suatu 
entitas pemerintahan di daerah yaitu 
kepala daerah harus paham betul asas yang 
berlaku. Ukuran kinerja untuk menilai 
keberhasilan setiap kegiatan yang dikelola 
secara tertib, taat peraturan perundang-
undangan, efektif, efisien, ekonomis, 
transparan, dan bertanggung jawab. Ada 
pun ukuran keberhasilan dari segi belanja 
modal menurut (Halim, 2014:229) adalah 
lima tepat, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, 
tepat waktu, tetap sasaran, dan tetap harga. 
Banyaknyadana yang dialokasikan untuk 
belanja modal maka nantinya dapat 
mewujudkan terciptanya infratruktur dan 
sarana yang semakin baik dan tepat. 
Tujuan utama pemerintah dalam 
melakukan belanja modal bukan untuk 
pengembalian, melainkan untuk 
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menciptakan sarana dan prasarana bagi 
masyarakat. Tersedianya infrastruktur 
yang baik dapat menciptakan efisiensi 
diberbagai sektor dan produktivitas 
masyarakat semakin tinggi dan terjadi 
peningkatan kesejahteraan.  
Pengalokasian belanja modal 
secara tepat dapat berkontribusi dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan nantinya dapat membantu 
masyarakat dalam pembangunan. Sesuai 
dengan teori keagenan, pemerintah daerah 
harus mampu mempertanggungjawabkan 
dan secara mandiri untuk mengurus 
kegiatan dan pengelolan kegiatan pada 
daerahnya sendiri dalam rangka 
pembelanjaan dengan menerapkan strategi 
dalam  sektor belanja yang produktif yaitu 
belanja modal agar pihak prinsipal 
(masyarakat) dapat merasakan pelayanan 
yang baik berupa sarana dan prasarana. 
Berdasarkan hasil uji statistik 
menggunakan SPSS menunjukkan tingkat 
probabilitas signifikansi sebesar 0,081 
yang lebih dari 0,05  dapat disimpulkan 
bahwa variabel belanja modal tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah, maka hipotesis ditolak. 
Secara individu variabel belanja modal 
tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah seluruh 




Tujuan dari penelitian adalah untuk 
untuk mengetahui pengaruh pendapatan 
asli daerah, dana perimbangan, dan belanja 
modal pada kabupaten di provinsi Jawa 
Timur pada tahun 2013 sampai dengan 
tahun 2017. Sampel yang digunakan 
adalah seluruh kabupaten yang ada di 
provinsi Jawa Timur. Total sampel 
terdapat 29 kabupaten dan jumlah populasi 
yang digunakan sebanyak 145 dengan 
periode tahun 2013-2017 yang diambil 
melalui teknik sampel jenuh. 
1. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa 
ukuran Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
berpengaruh negatif terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah, semakin 
tinggi PAD yang dihasilkan semakin 
turun nilai kinerja keuangan 
pemerintah daerah yang menunjukkan 
semakin baik tingkat efesiensi kinerja 
keuangan. Besaran pendapatan yang 
dihasilkan oleh pengelolaan 
pemerintah daerah memiliki pengaruh 
terhadap kinerja keuangan pemerintah. 
 
2. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa 
ukuran dana perimbangan berpengaruh 
negatif terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah, semakin tinggi 
dana perimbanga yang ditransfer  
pemerintah pusat, maka semakin turun 
nilai kinerja keuangan pemerintah 
daerah yang menunjukkan semakin 
baik tingkat efesiensi kinerja 
keuangan. Dana transfer dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah berupa dana perimbangan dapat 
menutupi dan mengurangi kesenjangan 
anggaran bagi pemerintah daerah yang 
akan digunakan untuk melakukan 
kegiatan ekonomi untuk meningkatkan 
kinerja keuangan pemerintah daerah. 
 
3. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa 
ukuran belanja modal tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah 
sehingga dapat disimpulkan bahwa 
besaran pengeluaran (belanja) yang 
dilakukan pemerintah terutama pada 
sektor yang produktif yaitu belanja 
modal merupakan pengeluaran yang 
ditujukan untuk layanan atas sarana 





Hasil uji ketetapan model 
menunjukkan nilai R-square kurang dari 
10%. Hal ini mengindikasikan bahwa 
masih ada faktor-faktor lain diluar 
 
14 
   
penelitian yang dapat mempengaruhi 
variabel terikat (Y). 
Saran 
 
Dengan keterbatasan penelitian 
yang telah disampaikan, maka saran yang 
dapat diberikan oleh peneliti yang bersifat 
untuk mengembangkan penelitian sejenis 
ini selanjutnya adalah diharapkan dapat 
menambah variabel lain seperti SiLPA 
(Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran), 
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